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DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Momar 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama

$-2 Hukum
$-2 Manajemen
$1-Hukum Islam/Syari’ah

2. Undang-undang Nomaor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara.

5-1 Hukum
5-1 Manajemen
$-1 Komputer

<k Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai MNegeri Sipil

D-3 Manajemen
D-3 Tehnik Informatika
SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

a3 H [N fenl G (O9] ROl

4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerinfah Nomor 18 Tahun
1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil




Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

SE Kepala BAKN Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil

KEPSEKMA Nomor : 00V1SEKAZ.O7AV2010  tentang
Pendelegasian Wewenang Mengenai
Penoclakan/Pemberian lzin Perkawinan dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan-badan Peradilan di Bawahnya

10.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012
iemang Pedoman Penyusunan Standart Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya.

KET

ERKAITAN

PERALATAN/PERLENGAPAN

SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai dan Pendelegasian
Wewenang

Peralatan Komputer {CPU/Pengolah Data}
Printer

Buku Pedoman

Alat Tulis Kantor

Media Penyimpanan/Flashdisk

Lemari Arsip

S Cnigble 190 [

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemberian ijin
perkawinan/perceraian akan terhambat

Aplikasi SIMKEP, Buku induk Kepegawaian




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S0P} IZIN PERKAWINAN LEBIH DARI SATU

Pelaksana Mutu Baku
nfo Kabag
No Aktivitas Pengadminist K;i:b Tim | Perencan Persyaratan Waktu Cutput
i Pemeriks d Ket
Kepegawaian| X708 | o |kopegse| | /Perlengkapan e
e teglals Hari ke
Surat
1 Menerima permohonan  izinf| Permohonan 1 pertimbangan
Perkawinan lebih dari satu pejabat
NP h L Permohonan, timb
5 erl:ea_a permchonan  izin persetujuan 1 pertim Entgan
perkawinan isteri, jaminan i
= Surat pertimbangan
2
3 |Melakukan telahaan staf Bl j permohonan pejabat
4 Memberikan pertimbgngan atas Sl Surat 2 keputusan
permohonan perkawinan 3 Z“T*J permohonan pejabat
5 |Meminta keterangan tambahan oy
(ika di dalam permohonan [ 1 Surat 5 keputusan
belum meyakinkan) Y permohonan pejabat
6 [Membentuk Tim Pemeriksa ;_} P 5 SK Tim
[ P pemeriksa
7 [Membuat SK Tim Pemeriksa Lvﬁ N 5 SK Tim
A P pemeriksa
8 |Mengoreksi SK Tim Pemeriksa Ya o= 2 o
dan memberikan paraf 0 ’ Konsep SK Tim 3 .||r(n
! nemeriksa
9 |Mengoreksi SK Tim Pemeriksa L ]
dan menandatangani " Konsep SK Tim 3 pesnfe-{itlr; a
e — st | | Keen
9 AR pemeriksa tambahan
11 |Membuat Surat Keputusan atas ¥
.  pomsicssisa BA Surat Keputusan
ermohonan perkawinan | -
p i i Pemeriksaan v izin/ tidak
12 |Mengoreksi SK atas a
permchonan perkawinan dan —"0 Konsep SK 7 Surgt_Keputusan
- . izin/ tidak
memberikan paraf. tidak
13 |Mengoreksi SK atas "
permchonan perkawinan dan L Konsep SK 7 Surat Keputusan
K izin/ tidak
menandatangani va
14 |Mengirimkan Sural Kepulusan Surat
kepada bagian umum untuk i bl . =
dikirim kepada Pemohon - Keputusan 7 Bukti Pengiriman
ISR izinftidak
15 {Mengarsipkan Surat Keputusan] . .t....,‘.,‘ Surat 7 Arsip
izin perkawinan L il Keputusan




